
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A24 dan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor fi921;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A21 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang...
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 686fl;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

1i. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 201O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa1);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68a\ ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322)';

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1OO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan...
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L7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

1.8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1s1);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL3 Nomor A25\;

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Aa7);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A23 Nomor 7991;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor OB Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor O8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor ...
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karo.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

11. Pembiayaan...
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1 1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab iainnya yang sah.

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
Rp. 1 .471.792.964.911,0O yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2024 direncanakan sebesar

Pasal 4

{1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 124.O00.OO0.OOO,OO yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 67 .4 1 4.465.0OO,OO.

(3) Retribusi...
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(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar RP. 36. tO7.415'OOO,OO'

(a) Hasil pengelolaan kekaytu,r, d"".u.h yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurr'f c direncanakan sebeiar Rp' 3'300'000'000'00'

(5) Lain-lain pendapatan asli d,aerah yang sah sebagaimana d'imaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp' 17' 178'l2O'000'00'

Pasal 5

(1)Anggaranpajakdaerah-sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat{2\
d irencanakan"sebesar Rp. 67 .4 14 .46s.ooo,00, yang terdiri atas:

a. Pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak reklame;
e. Pajak Penerangan jalan;
f. pajak Parkir;
g. Pajak air tanah;
h. pEak mineral bukan logam dan batuan;

i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan'

(2) pajak Hotei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 1O. 164.88O.O0O,OO'

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar RP. 9.405'691'OO0,00'
(a) Pajak Hiburan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 4.544.650.OOO,O0'
(5)PajakReklamesebagaimanadimaksudpadaayat(i)hurufddirencanakan

""t"*", RP. 1 .O73'777'5OO'OO'

(6) pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

\ / 
diiencanakan "6b"""t 

Rp' 24'037'575'000'00'
(7) Pajak Parkir sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp. 22O.OOO.000,0O'
(g) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

*"6.""t RP. 3'2OO'0O0'OOO'O0'

(9)PajakMineralBukanLogamd'anBatuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
huruf r, airerr"anakan sebesar Rp. 729.A21.000,00.

(10) Pajak Pajak Burni dan Bangr:nan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i ii'encanakan sebesar Rp' 7'O67'929'O0O'0o'

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf 3 alt"t'"u'ttakan sebesar Rp' 6'97O'941'5OO'OO'

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

direncanakansebesarRp.36.lo7.4l5.ooo,oo,YanEterdiriatas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi Perizinan tertentu'
(2)RetribusiJasaUmumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadirencanakan

sebesar RP. 29 '232'646'0A0'00'
(3) Retribusi ias" Usaha ="u^gti*ana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar RP' 5'627'269'OOO'OO'
(4)RetribusiPerizinanTertentusebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

direncanakan sebesar Rp' 1 '247 '5OO'OOO'00' pasal 7...
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Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00, yang
merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 17.I78.12O.O00,00 yang terdiri dari :

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
d. pendapatan dari pengembalian; dan
e. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
5.750.O00.000,00.

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 3.63O.OOO.OOO,OO.

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.1O5.12O.OOO,OO.

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00.

(6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.OOO.O0O,OO.

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.333.090 .324.91 1,OO yang terdiri dari :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp. i .25O.744.295.O00,OO.

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
sebesar Rp. 82.346.029.9 1 1,00.

Pasal 1O

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat
(2) sebesar Rp. 1.250.744.295.000,O0 yang terdiri dari :

a. dana perimbangan;
b. dana desa; dan
c. insentif {iscal.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 1 .O44.819.583.OOO,OO.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 198.789.890.000,00.

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp. 7" 134.822.4OO,0O.

Pasal 11...
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Pasal 1 1

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) merupakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 82.346.029.911,OO.

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yakni Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar
Rp. 1 4.7O2.640.OOO,OO,OO.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
Rp. 1.5O9.570.904.619,OO yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

2023 direncanakan sebesar

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 998.O85.142.228,,OO yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 643.27 8.7 85.335,OO.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 3 LT .978 "663.427,OO.

(a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 36.637 .693.466,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 190.OOO.OO0,OO

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2\
direncanakan sebesar Rp. 643.278.785.335,00 yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. beianja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. belanja pegawai BOS; dan
h. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Ttrnjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 4O5.450.07 I.217,AO.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 1 05.4 25.255.07 6,00.

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
84.161.532.805,OO.

(5) Betanja...
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(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp Rp. 15.447 .785.9 18,00.

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 861.459.0 1O,OO.

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 580.573.559,00.

(S) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp. 2 1.7 65.7 39.750,00.

{9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp. 9.586.368.OOO,OO.

Pasal 16

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp. 317.978"663.427,OO yang terdiri dari :

a. belanja barang;
b. beianja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belana perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 82. 188.55 1.995,OO.

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 1 11.228.232. 160,00,00.

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 32.492.O77 .7 07,O0,OO.

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 57. 121.69A.685,00,00.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 4.77 8. 164.88O,OO.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 20.783.294.AAO,OO.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
gdirencanakan sebesar Rp. 9.386.652.OOO,O0.

Pasal 17

(1) Belanja hibah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan
sebesar Rp. 36.637.693.466,O0 yang terdiri dari:
a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum indonesia;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja Hibah kepada kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.4O4.O3O.59O,O0.

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 3.27 4.740.00O,O0.

(a) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 958.922.876,00.

Pasal 18...
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Pasal 18

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan
sebesar Rp. 190.000.000,00 yang merupakan belanja bantuan social kepada individu.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 222.648.471.189,00 yang terdiri dari :

a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan,jaringan, dan irigasi; dan
d. belanja modal aset tetap lainnya.

{2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp28. 185. 144.088,00.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 62.686.814.455,00.

(a) Beianja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.801.168.646,00.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. L7 .975.284.000,00.

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp28.185.144.O88,OO yang terdiri atas:
a. belanja modal alat angkutan;
b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
c. belanja modal alat pertanian;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. belanja modal alat laboratorium;
h. belanja modal komputer;
i. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian
j. belanja modal peralatan prosesf produksi;
k. belanja modal rambu-rambu;
L belanja modal peralatan olahraga;
m. belanja modal peraiatan dan mesin BOS; dan
n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 882.835.206,00.

(3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.538.645,00.

(4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 4.O00.OOO,00.

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rurnah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.O13.426.075,00.

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 102.986.500,00.

(7) Belanja Modal Aiat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 317.938.200,00.

(8) Belanja...
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(8) Beianja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp. 4.409 .261.062,00.

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp. 684.281.3O0,O0.

(10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.41O.0OO.00O,00.

(11) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufj direncanakan sebesar Rp. 1.860.000.000,00.

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp. 9O.32 1.600,00.

(13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf j
direncanakan sebesar Rp. 8.378.000,00.

(1a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.4O9.975.50O,O0.

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n direncanakan sebesar Rp. 998.580.OO0,OO.

Pasal 21

(1) Belanja Mod.al Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(3) direncanakan sebesar Rp. 62.686.814.455,OO yang terdiri atas:
a" belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 49.028.694.455,00.

(3) Belanja Modai Tugu Titik KontrollPasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.658.120.0OO,OO.

Pasal22

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1 13.801. 168.646,0O yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal jaringan.

(2) Belanja Moda-l Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 84.626.7 88.943,OO.

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 28.32 4.379 .7 O3,0O.

(4) Beianja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 850.OO0.OOO,OO.

Pasal 23

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5)

direncanakan sebesar Rp. 17.975.284.000,00 yang terdiri atas:
a. belanja modal bahan perpustakaan;
b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 786.953.250,00.

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00.

(4) Belanja Modai Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp. 17. 168.330.750,00.

Pasal 24...
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Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 3.299.57 2.2O2,OO.

Pasal 25

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 285.537.779.O00,OO yang terdiri dari :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 1O.352. 188.OOO,OO.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 275. 185.59 1.OOO,OO.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Tahun 2024 yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal27

(1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
a direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan
sebesar Rp 4O.577.939.7O8,OO (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Fuluh
Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan
Rupiah) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b direncanakan sebesar Rp 2.800.000.000,O0 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta
Rupiah) yang merupakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 28

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 37.777.939.708,00 (Tiga Puluh
Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp 37.777.939.708,0O (Tiga
truluh Tujuh Miiyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 2, tercarttum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran...
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c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Narna Penerima, Alamat penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersiflat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menumt Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegi.atan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alarn/ Tambahan DBHMinyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, clan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

e Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

Pasal 3O

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

di Kabanjahe
za'DeeJnb - 2023
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